BUPATI BADUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang . a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun Anggaran 2006, perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Badung;

b. bahwa hasil Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat 1l dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat | Bali,
Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
1994(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3695) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana
telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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20.

21.
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Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun
Anggaran 2006;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung
Tahun Anggaran 2006.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2006 yaitu sebagai berikut :
a. Pendapatan..........ccoocviiiiiiiinine Rp 663.449.008.564,21
D. Belanja......ccccoociiiiiiiiiieeee Rp 639.925.841.618,43
SUIPIUS. ... Rp 23.523.166.945,78
c. Pembiayaan
1. Penerimad.......ccccoceeveeieeieeieeie e, Rp 131.655.189.303,76
2. Pengeluaran..........ccccooeviiiniininiiicnen, Rp 54.341.035.279,62
3. Sisa lebih Tahun 2006..............ccccvevenene. Rp 100.837.320.969,92

DFISIT. . rvvvvveoeeeeeeeeeseeseeeeeeeesseeeeeesseeseessseseeeseeseeesseeseeeeeeneseeeees Rp (23.523.166.945,78)



Pasal 2

(1) Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan sejumlah
Rp 38.550.184.242,30 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubah Rp 624.898.824.321,91
b. Realisasi Rp 663.449.008.564,21
Selisih lebih Rp 38.550.184.242,30

(2) Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja sejumlah
Rp 31.488.358.408,57 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 671.414.200.027,00
b. Realisasi Rp 639.925.841.618,43
Selisih Kurang Rp 31.488.358.408,57

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah
Rp 70.038.542.650,87 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit Anggaran setelah perubahan Rp 46.515.375.705,09
b. Realisasi Rp 23.523.166.945,78
Selisih Lebih Rp 70.038.542.650,87

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah
Rp 70.038.542.650,87 dengan rincian sebagai berikut :
a. Penerimaan :
1. Setelah perubahan Rp 131.655.189.303,76
2. Realisasi Rp 131.655.189.303,76
Selisih Lebih Rp 0,00




b. Pengeluaran :

1. Setelah perubahan Rp 85.139.813.598,67

2. Realisasi Rp 155.178.356.249,54

Selisih kurang Rp 70.038.542.650,87
Pasal 3

(1) Berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Posisi Keuangan pada tanggal 26 Desember 2006 yang
dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva Rp 2.056.412.628.536,46
b. Jumlah Hutang Rp 0,00
c. Jumlah Ekuiditas Dana Rp 2.056.412.628.536,46

(2) Berdasarkan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Akhir Kas Tanggal 29 Desember 2006 yang
dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp 100.837.320.969,92 dengan rincian sebagai berikut :
a. Saldo Kas 2 Januari 2006 Rp 131.655.189.303,76
b. Jumlah Penerimaan Kas Rp 663.449.008.564,21
Rp 795.104.197.867,97
c. Jumlah pengeluaran Kas Rp 694.266.876.898,05
d. Saldo Akhir Kas 29 Desember 2006 Rp 100.837.320.969,92

Pasal 4

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,
yaitu :

a. Lampiran|l : Laporan Realisasi APBD

b. Lampiran Il : Laporan Arus Kas

c. Lampiran Il : Neraca Daerah

d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan



e. LampiranV : Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

(2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung
Pada tanggal 11 Juli 2007

BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Badung
Pada tanggal 11 Juli 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

| WAYAN SUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 8



